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HPL PEMKAB LUTIM 
DISEWAKAN 50 TAHUN KE PT IHIP 

Ketika Aset yang Dipersoalkan Ditransaksikan ke Pihak Ketiga 
 

 

1. Fakta Yuridis 

Pada September 2025, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menandatangani perjanjian 

pemanfaatan HPL dengan PT Indonesia Huali Industrial Park selama 50 tahun. Nilai sewa lima 

tahun pertama adalah Rp4,445 miliar. 

Secara normatif, HPL memang memungkinkan kerja sama pemanfaatan dengan pihak ketiga. 

Namun masalahnya bukan pada kewenangan formal itu. 

Masalahnya adalah apakah objek yang disewakan benar-benar clear and clean secara 

hukum? 

Karena jika fondasi awal bermasalah (investigasi I–IV), maka transaksi dengan pihak ketiga 

memasuki zona dengan risiko tinggi. 
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2. Kerangka Hukum Pemanfaatan Barang Milik Daerah 

Pemanfaatan BMD diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. 

Permendagri tersebut mensyaratkan bahwa: 

 Aset harus sah secara hukum. 

 Tidak dalam sengketa. 

 Tidak dibebani permasalahan hukum. 

 Pemanfaatan jangka panjang harus melalui prosedur persetujuan tertentu. 

Untuk kerja sama jangka panjang dan bernilai strategis, biasanya diperlukan: 

 Persetujuan DPRD 

 Kajian kelayakan 

 Penilaian independen atas nilai aset 

 Kepastian status hukum tanah 

Jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka transaksi dapat dipersoalkan secara administratif. 

3. Apakah Ada Persetujuan DPRD? 

Dalam pengelolaan aset daerah, DPRD memiliki fungsi pengawasan dan persetujuan terhadap 

kebijakan strategis. 

Jika penyewaan 50 tahun: 

 Mengubah secara signifikan pemanfaatan aset daerah 

 Bernilai strategis 

 Berdampak jangka panjang 

maka absennya persetujuan DPRD berpotensi menjadi cacat prosedural. Di banyak kasus, cacat 

prosedural seperti ini menjadi titik masuk audit BPK atau bahkan sengketa di PTUN. 

4. Prinsip Clear and Clean dalam Transaksi Aset Publik 

Prinsip clear and clean bukan sekadar istilah investasi. Ia adalah syarat legal. 

Clear berarti: 

 Tidak ada sengketa kepemilikan 

 Tidak ada tumpang tindih hak 

 Tidak ada cacat administrasi 

Clean berarti: 

 Tidak ada kewajiban hukum tertunda 

 Tidak ada potensi pembatalan dan tidak ada konflik sektoral 
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Jika Hak Pakai 2007 dipersoalkan, Jika hibah 2022 problematik, 

Jika HPL 2024 berpotensi cacat, maka status clear and clean menjadi dipertanyakan. 

Dan jika statusnya tidak clear and clean, penyewaan kepada pihak ketiga meningkatkan eksposur 

risiko hukum. 

5. Risiko Hukum bagi Pemerintah Daerah 

Jika di kemudian hari: 

 HPL dibatalkan 

 Sertifikat dinyatakan cacat 

 Gugatan PTUN dikabulkan 

maka konsekuensinya bisa meliputi: 

1. Perjanjian sewa batal demi hukum. 

2. Tuntutan ganti rugi dari investor. 

3. Potensi kerugian keuangan daerah. 

Dalam hukum perdata, perjanjian yang objeknya cacat dapat kehilangan dasar sahnya. 

6. Risiko Hukum bagi Investor 

Investor biasanya mengandalkan: 

 Sertifikat HPL 

 Dokumen BMD 

 Perjanjian resmi pemerintah 

Namun dalam hukum Indonesia, sertifikat bukan bukti absolut. 

Ia kuat, tetapi dapat dibatalkan jika terbukti cacat administratif. 

Jika HPL dibatalkan, maka: 

 Hak turunan investor ikut terdampak. 

 Potensi kerugian investasi muncul. 

 Sengketa arbitrase atau gugatan ganti rugi terbuka. 

Artinya, bukan hanya pemerintah daerah yang berisiko — investor pun tidak sepenuhnya aman. 

7. Dimensi Potensi Pidana Administratif 

Sekali lagi, tidak setiap kesalahan administrasi adalah pidana. Namun potensi pidana muncul jika: 

1. Aset yang diketahui bermasalah tetap ditransaksikan. 

2. Prosedur persetujuan sengaja diabaikan. 
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3. Negara dirugikan secara nyata. 

Dalam konteks aset publik bernilai tinggi dan masa sewa 50 tahun, potensi kerugian negara jika 

terjadi pembatalan bisa signifikan. Di sinilah risiko penyalahgunaan kewenangan dapat diuji sesuai 

regulasi yang berlaku. 

8. Perspektif Tata Kelola dan Moral Hukum 

Pertanyaan terbesar pada tahap ini bukan lagi sekadar legalitas teknis. 

Tetapi: 

Apakah pemerintah daerah telah memastikan secara sungguh-sungguh bahwa seluruh rantai 

hak sejak 2006 benar-benar sah sebelum mengikatkan diri dalam perjanjian 50 tahun? 

Karena ketika aset publik dipindahtangankan dalam jangka panjang, konsekuensinya lintas 

generasi. Dan jika kelak terbukti ada cacat asal, maka yang menanggung dampaknya bukan hanya 

pejabat yang menandatangani — tetapi masyarakat. 

KESIMPULAN 

Penyewaan HPL kepada pihak ketiga selama 50 tahun hanya aman secara hukum jika: 

1. HPL lahir dari rantai hak yang sah. 

2. Prosedur pengelolaan BMD telah dipenuhi. 

3. Persetujuan DPRD (jika dipersyaratkan) telah diperoleh. 

4. Status tanah benar-benar clear and clean. 

Jika fondasi awal goyah, maka transaksi jangka panjang ini menjadi titik risiko terbesar dalam 

seluruh rangkaian peristiwa sejak MoU tahun 2006 silam. (*) 

 


